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ABSTRAK

FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAUJANA NAGORI DALAM
MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DDESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN
SIMALUNGUN

NILAM PERMATA DEWI DAMANIK
2003100055

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
satuan yang telah ditetapkan, dan suatu proses pengembangan dan memelihara
hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan Kelompok Maujana Nagori yakni
dalam hal menyusun dan merencanakan pembangunan untuk dibahas bersama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Maujana Nagori
(BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung
Huluan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksrtiptif
dengan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun faktor penting berjalannya koordinasi yang
dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur desa di desa Bahung Huluan dapat dilihat dari adanya kesatuan
tindakan diantara Maujana Nagori (BPD),pemerintah desa dan pelaksana
pembangunan. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran
yang harus dicapai. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing.
Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor
tujuan yang dicapai. Adapun masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Hasil
dalam penelitian ini menunjukan bahwa fungsi koordinasi Maujana Nagori (BPD)
dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan
berdasarkan adanya kesatuan tindakan, kesepakatan dan kesatuan
pengertian,Ketaaatan loyalitas,dan adanya koordinator Dalam penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan berada pada kriteria
penilaian cukup baik.

Kata Kunci : koordinasi, pembangunan infrastruktur.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang — Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ada di lingkungan masyarakat
Simalungun, masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu Nagori,
nama lain dari kepala desa yaitu Pangulu dan nama lain dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Maujana Nagori. Masyarakat Simalungun
menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal — usul, tradisional, dan
adat istiadat yang ada di Simalungun dan dihormati masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang
melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari perwakilan
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. Badan permusyawaratan desa turut membahas dan menyepakati
berbagai kebijakan dalam peneyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya
meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan,
serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah

desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam



keputusan hasil musyawarah kemudian akan dijadikan dasar oleh badan
permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan desa.
Badan Permusyawaratan Desa terlibat langsung dalam pembangunan khususnya
untuk menyusun rencana pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa,
hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dalam prakteknya akan
melibatkan banyak unsur. Tingkat keterlibatan banyak unsur tersebut akan terbagi
kedalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut
akan menyebabkan perbedaan kepentingan pula. Ketika terjadi perbedaan
kepentingan, maka selanjutnya akan berdampak pada terhambatnya tujuan yang
akan dicapai. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
yang diharapkan, maka dibutuhkan sebuah koordinasi.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengenai
koordinasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan
pembangunan seharusnya hal-hal teknis menyangkut perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa menjadi suatu kendala yang berarti, namun pada
kenyataan hal ini belum dapat terkoordinasi dengan baik, oleh karena itu sebagai
upaya percepatan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa dalam mengkoordinasikan kegiatan
pembangunan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Nagori Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang

disebut dengan Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas



wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal —
usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. angka (8) menyatakan bahwa
Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut
Pangulu adalah pejabat pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya dan melaksanakan
tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada angka (11) menyatakan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Maujana Nagori
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif
apabila unsur — unsur atau lembaga — lembaga penyelenggara pemerintahan desa
berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara
pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
aturan perundang — undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan
desa.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang
menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada

masyarakat simalungun disebut Maujana Nagori yaitu:



1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala

Desa,

2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
diatas, dapat kita ketahui bahwa BPD atau Maujana Nagori harus menjalankan
fungsi dan perananannya dalam membuat, merancang, merumuskan, dan
membahas serta menetapkan peraturan nagori bersama kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan terhadap
kinerja kepala desa atau pangulu.

Anggota dari Maujana Nagori adalah wakil dari penduduk nagori yang
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta). Anggota Maujana terdiri
dari pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat
lainnya. Maujana Nagori sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya
berasal dari masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian
aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang
dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.Salah satu
bidang pembangunan yang sangat penting dan mutlak ditingkatkan sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan jalan. Dalam
hal ini jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan infratruktur jalan yang memadai dan berkesinambungan
merupakan kebutuhan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan



kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global.
Transportasi jalan juga semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan
mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar-wilayah, antar-kota, dan
antar desa, serta mempercepat pengembangan wilayah.

Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh maujana nagori di desa
Bahung Huluan Kabupaten Simalungun dalam menetapkan kegiatan yang akan
dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan, maka
dengan itu diperlukan skala prioritas dalam pembangunan dimana dalam
pelaksanaan pembangunan jalan desa yang sebenarnya menjadi harapan
masyarakat untuk diprioritaskan untuk dilaksanakan tidak terealisasi seperti yang
diharapkan masyarakat di Desa Bahung Huluan Kabupaten Simalungun belum
tepat sasaran. Infrastruktur jalan yang ada di Desa Bahung Huluan Kabupaten
Simalungun adalah kategori” jalan kabupaten” yaitu jalan yang pembangunan dan
pemeliharaannya didanai oleh APBD Kabupaten Simalungun.Jalan yang ada di
Desa Bahung Huluan pembangunannya belum terlaksana dengan baik, karena
sebagian masyarakat belum merasakan pembangunan infrastruktur jalan yang
selayaknya sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah desa
Kabupaten Simalungun agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan
infrastruktur jalan yang ada di Desa Bahung Huluan, karena masyarakat di Desa
Bahung Huluan masih sangat sulit melewati jalan dari desa bahung huluan
tersebut untuk menuju kota yang dalam keadaan kurang baik sehingga dibutuhkan
peran Maujana Nagori yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai

pembangunan infrastruktur .



Tujuan penelitian ini ialah memberikan kesadaran kepada anggota
Maujana Nagori agar lebih menjalankan tugasnya dan bekerja sama dengan baik
dengan pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang aman dan damai,dan juga
memberikan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat
dan anggota maujana nagori agar fungsi anggota BPD yang sebenarnya terwujud
yaitu salah satunya adalah menerima segala bentuk asprasi masyarakat,dan untuk
mengetahui fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan
skala prioritas pembangunan infrastruktur agar terwujud pembangunan
infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas tersebut.

Sejauh ini koordinasi yang dijalankan di desa Bahung Huluan antara
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan masyarakat masih kurang
berjalan dengan baik,seperti terjadinya kesalahan koordinasi antara pemerintah
desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan pembangunan jalan utama.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui proses
koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (Badan Permusyawaratan Desa)
terkait dengan skala prioritas pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung
Huluan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul «
Fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan skala
prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung Huluan Kabupaten

Simalungun”.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam
penilitian adalah bagaimana fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam
menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung Huluan

Kabupaten Simalungun?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian
ini  adalah untuk mengetahui fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori
dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung

Huluan Kabupaten Simalungun.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan
bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam koordinasi pemerintahan dalam
pelaksanaan pembangunan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan
tambahan bagi pemerintah desa serta Maujana Nagori dalam menjalankan
fungsinya sebagai pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan dalam
skala prioritas pembangunan infrastruktur.

3. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan
untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan koordinasi Maujana

Nagori khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | PENDAHULUAN
Dalam BAB | pendahuluan berisikan tentang Latar belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam BAB |1 berisi, Telaah Pustaka yang merupakan landasan teori yang
menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permaasalahan
yang dibahas oleh peneliti.

BAB 111l METODOLOGI PENELITIAN
Dalam BAB 11l metode penelitian yang berisikan tentang Menguraikan
tentang jenis penelitian,kerangka konsep,definisi konsep,kategorisasi
penelitian,narasumber,teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkasan objek kajian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam BAB IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP
Dalam BAB V yang menguraikan tentang simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

1. Fungsi

Definisi fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu
organisasi atau lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fungsi
adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkann definisi tersebut
dapat diartikan bahwa fungsi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang dalam organisasi sehingga dapat berguna bagi organisasi tersebut.
Pekerjaan tersebut dapat berupa menilai, memeriksa dan sebagainya. Pekerjaan
yang dilakukan oleh seseorang disesuaikan berdasarkan wewenang, kewajiban
dan tanggungjawab yang di bebankan kepada orang tersebut. Hasil dari
pekeerjaan yang dilakukan oleh seseorang diharapkan dapat memberi manfaat
atau kegunaan bagi pihak lain atau organisasi.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Gie
dalam Zainal (2017 : 10), didefinisikan bahwa fungsi merupakan sekelompok
aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan
ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama
dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2017:22), yaitu fungsi
adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk
dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan
sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Fungsi adalah

kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.
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2.Pengertian Coordinating

Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan,
mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan
pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan,
2011:85). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah
ditentukan.

Koordinasi dan kinerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait,
karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan kinerja
yang efektif. Kinerja pegawai adalah bentuk komunikasi administrasi, yang
membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir
daripada kinerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan
berdayaguna (efesien dan efektif).

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif,
bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak
dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan
kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan
mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling
bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik
terhadap semangat dan tertib kerja.

Handoko (2016 : 193) menuliskan, Koordinasi (coordination) adalah

proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
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yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Brech dalam Hasibuan (2011:85), Koordinasi adalah
mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu
dilaksanakan dengan keselarasan yang efektif.

Menurut Suharto(2012:94), “Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang
rumit, apa lagi pelaksanaannya di lapangan. “ Berdasarkan pendapat para ahli
tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan
koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan
bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efesien dan efektif. Setelah
mengetahui pengertian koordinasi menurut para ahli dan secara umum maupun
khusus maka hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah tujuan koordinasi.
Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara
mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa
sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian
suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak
merusak keberhasilan yang lain.

Berikut tujuan koordinasi yang dapat ditarik dari beberapa pengertian
tersebut:

1. Meraih dan menjaga fektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan

sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara

aktivitas yang saling bergantung/berkaitan.
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2. Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan
efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen
melalui kesepakatan yang mengakomodinir seluruh elemen yang
berkaitan.

3. Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan
tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi di setiap
unit kerja baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini supaya
kesuksesan setiap unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit
lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan jaringan
komunikasi dan informasi yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi
merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah
ditetapkan, suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik
antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
3.Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Handoko (2009:362) menyebutkan tujuan dan manfaat dari koordinasi itu
sendiri, sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

b. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.

c. Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensikronkan pelaksanaan

tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantungan,
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semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula
kebutuhan pengkoordinasian.
d. Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-
tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan
bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien.
e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin
diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi
atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan
harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan
para stakeholder.
g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan
organisasi dengan sumberdaya yang terbatas.
h. Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang kontra
produktif.
i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingan yang
tidak sehat.
4. Koordinasi Dalam Organisasi Publik

Menyinggung tentang organisasi berarti membahas tentang sebuah
kelompok, dimana kelompok tersebut biasanya memiliki atasan dan juga
bawahan, dimana bawahan tersebut dipimpin oleh atasan untuk mencapai sebuah
tujuan. Organisasi memiliki struktur tertentu, tujuan, saling berhubungan satu

bagian dan bagian lainnya dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk
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mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Koordinasi dan hubungan
kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya
dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.
Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya
koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi
(hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna
dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha
menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi,
sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan
seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak
sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan
baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi.
Beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa
dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi ini dapat semakin parah apabila tidak
dikoordinasikan dari semenjak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi,

Koordinasi secara umum, merupakan "tali pengikat" dalam organisasi dan
manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapar menjamin
pergerakan organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua
pihak dalam organisasi akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun
terlepas dari peran bagian lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing

bagian tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.
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5. Ciri - Ciri Koordinasi
Menurut Handayaningrat (2011:118), ciri-ciri koordinasi adalah sebagai
berikut:
1. Tanggung jawab
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process)
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi

Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap
koordinasi. untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, dibutuhkan suatu
kerjasama dari setiap komponen organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama
yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan
tanggung jawab terletak pada pimpinan.

Bentuk — Bentuk Koordinasi Pola koordinasi yang ada dalam organisasi
dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu koordinasi Vertikal (ke atas dan
Kebawah) dan Koordinasi Horizontal (setara) Di kedua jenis koordinasi ke atas
maupun ke bawah, manajemen mengendalikan sistem koordinasinya. Para
manajer memiliki waktu, keahlian, dan fasilitas untuk memperbaiki koordinasi
yang ada di organisasi. Menurut Syafie (2011:35), bentuk bentuk Koordinasi
adalah:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan — kegiatan penyatuan, pengarahan

yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit — unit, kesatuan —
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kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
Tegasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah
tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasikan vertikal ini secara
relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada
aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap
kegiatan— kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap
kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu
suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan
tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada
pimpinan.
6.Cara Mengadakan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:88) terdapat beberapa cara-cara mengadakan
koordinasi adalah:

a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan
mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat
harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.

b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan
dicapai
oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan

sendiri-sendiri.
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c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide,
saransaran, dan lain sebagainya.

d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan
dan penciptaan sasaran.

e. Membina human relation yang baik antara sesama pegawai

f. Manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.

Ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika memperoleh dukungan.
7.Indikator Koordinasi

Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi
juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktekan oleh perusahaan-
perusahaan multi-nasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen
sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa
koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara
efektif dan efisien. Prinsip koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi
public/pemerintahan maupun organisasi kesewadayaan masyarakat. Dalam
organisasi publik, sumberdaya yang digunakan tidak sedikit.

Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor—faktor yang
mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi
kinerja pegawai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut
Hasibuan (2018:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

2. Komunikasi
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3. Pembagian Kerja
4. Disiplin
7.1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota
organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya
dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi
tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan
adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa
pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan
individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan
tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh
suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa
kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
7.2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi,
sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang
dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi
merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani
hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan
communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi
ataupun memberitahukan”.

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi

partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas
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kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi
merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya
mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi
sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti
komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan
pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk
merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut
disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi
tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat
informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari
uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam

suatu lingkungan
b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari
generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh
seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi
atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.
7.3.Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan
bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau

lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat
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mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi,
tiang dasamya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip
pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan
untukdapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuanya, maka
hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja inidiharapkan
dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

7.4.Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara
terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.
Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku,
apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap
peraturan suatu organisasi.
8.Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori)

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 11 menyatakan
bahwa pemerintah desa itu terdiri dari pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan lembaga eksekutif sedangkan
Maujana Nagori (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Dalam menjalankan
kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagori (Desa)

menyebutkan bahwa Maujana Nagori merupakan unsur pemerintahan tertinggi
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desa, dan Maujana Nagori adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagori.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri
atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil,
paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan
memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya
sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai
pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa,
yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Hakikatnya, Maujana Nagori dan pangulu memiliki kedudukan yang
sama Yyaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya memiliki fungsi yang

berbeda. Pangulu berfungsi sebagai pemimpin masyarakat sedangkan Maujana
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Nagori berfungsi seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Anggota dari Maujana
Nagori adalah wakil dari penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah (Huta). Anggota Maujana terdiri dari pemangku adat, tokoh
agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Maujana Nagori
sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat dan
dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam
pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang dikelola oleh pangulu dapat
selaras dengan kemauan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini
kepala desa tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa
melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung
aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya
kepala desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama
dengan BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta
harus mengikut sertakan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh
langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan
desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.
Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam
memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-
ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam

musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara
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pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan
prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat
pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang
menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau pada daerah Kabupaten
Simalungun disebut dengan Maujana Nagori mempunyai fungsi :

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, dalam pembuatan Peraturan Desa baik peraturan yang dibuat dari
BPD maupun Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa.
Dimana rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa diserahkan kepada BPD
untuk dibahas dalam sebuah rapat atau musyawarah untuk mendapatkan
persetujuan dari BPD. demikian juga sebaliknya, apabila rancangan
Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD maka harus di musyawarahkan dan
dimintakan persetujuan dari Kepala Desa. Setelah mendapatkan
persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa
untuk dijadikan Peraturan Desa.

2. Menampung,menggali,menghimpun, merumuskan dan Menyalurkan
Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan
penting dalam pemerintahan desa, salah satunya sebagai penampung dan
penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu
Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui
BPD. Usulan — wusulan dari masyarakat tersebut harus dilakukan

pemeriksanaan terlebih dahulu apakah wusulan tersebut mencakup
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keperluan seluruh masyarakat desa atau hanya dari satu golongan tertentu

guna memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dari hal tersebut, BPD harus

cepat dan tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat. dan setiap
keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa perubahan yang
positif bagi semua masyarakat desa.

3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa, fungsi pengawasan BPD
dalam pelaksanaan kinerja Pangulu sangat penting guna memperbaiki
kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya
(Sunarti, 2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya
penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan Pangulu.

Maujana Nagori (BPD) merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang
ada di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa harus selalu memperhatikan
segala aspek termasuk aspirasi dari masyarakat, dimana Maujana Nagori ini
merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa dan merupakan lembaga
legislatif yang ada di desa.

Menurut (Nurcholis, 2011) mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa

mempunyai hak:

a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa

b. Menyatakan pendapat

c. Mengajukan rancangan peraturan desa

d. Mengajukan pertanyaan
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e. Menyampaikan asal — usul pendapat
f.  Memilih dan dipilih
g. Memperoleh tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:
a) Mengamalkan pancasila
b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
desa
c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
e) Memproses pemilihan Kepala Desa
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen”-nya desa. BPD
merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
9.Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk
membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan
yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada
pembangunan yang merata diselurun wilayah Indonesia dan diselenggarakan

untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat
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dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap
perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan
infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama
diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat
penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan,
sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam
mendukung kegiatan di berbagai bidang.

10. Infrastruktur Jalan

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada
pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur
jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang
dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan
perputaran ekonomi makin pesat. Wahyuni (2009) apabila prasarana jalan rusak
dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor
produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada
tingkat pendapatan.

Menurut undang-undang nomor 38 (2004), dari segi fungsinya jalan umum
dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Jalan kolektor
merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau

pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum
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yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat.
Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan
sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki
peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat
seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan
masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di
Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan pra sarana
fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem
infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat
kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyaraktanya. Sebaliknya,
keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan
timbulnya permasalahan social seperti penolakan dari masyarakat terhadap
infarastruktur yang telah terbangun.
11.Perencanaan dan Pembangunan

Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan
mewujudkan suatu tujuan selalu memulai tahap perencanaan dari program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu

proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan
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dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan
sebagainya.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka
sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen
penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan apa
yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan
tersebut hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami
sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan
secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu
kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan diperlukan
perencanaan.

Menurut Wijayanto (2012:75) mendefinisikan perencanaan (planning)
merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan
tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan.

Siagian dalam Anggara dan Sumantri (2016:20) menjelaskan bahwa
pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan
dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan
negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat
merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun

demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi,
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sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber

daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa
hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas

dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
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METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian
yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan
untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga
memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari
dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.
Menurut Sugiyono (2019: 206) penelitian deskriptif (descriptive research)
merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel lain.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu
sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga
disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data
dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di
tempat penelitian.

Data-data yang dikumpulkan nantinya berupa teks, kata-kata, dan gambar.

Dalam mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan pengamatan

30
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lapangan, teknik wawancara kemudian dokumentasi berdasarkan permasalahan
yang ada. Informan merupakan orang yang dijadikan penulis sebagai sumber
informasi penelitian untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Adapun
informan penelitian diambil berdasarkan sengaja yang menurut penulis dapat
menjawab permasalahan yang ada.

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan
dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data.
Pada konteksi ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkip
wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam
mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi.
3.2.Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam
penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori
(Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan skala prioritas
pembangunan infrastruktur desa apakah sudah berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka
konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa

yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini:
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FUNGSI COORDINATING

KELOMPOK MAUJANA NAGORI DESA BAHUNG
DALAM MENETAPKAN SKALA | HULUAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
INFRASTRUKTUR SIMALUNGUN

l

1.Adanya kesatuan tindakan
2.Adanya komunikasi
3.Adanya pembagian kerja
4. Adanya Disiplin

1]

Masyarakat
Terwujudnya I
Pembangunan
Infrastruktur

3.3.Definisi konsep

Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata conceptum yang berarti
sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah
ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. la juga berarti
sebuah gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang
digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit
pengertian yang akan diteliti.

a) Koordinasi merupakan suatu proses Yyang digunakan  untuk

mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan, baik
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a.

b.
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itu kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik. Dan menghasilkan kesamaan
tindakan terhadap tujuan yang akan dicapai.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislative ditingkat
desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan secara demokrasi atau memperhatikan aspirasi dari
masyarakat.

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari suatu Negara yang
penduduknya saling mengenal, mempunyai adat istiadat yang sama, dan

memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

3.4.Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur

suatu variable sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun kategorisasi

dalam penelitian ini menurut teori Sugandha (2014:47- 48) yaitu:

Adanya kesatuan tindakan

Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang
harus dicapai.

Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing.

Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakan serta

memonitor tujuan yang akan dicapai.
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3.6. Narasumber

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut
Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data
diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan
tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat
disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan 